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PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF  
(STUDI DI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran perwakafan tanah dan 
problematika serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pendaftaran tanah 
wakaf di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Metode penelitian 
menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri 
dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan 
studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah wakaf telah sesuai Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan sesuai dengan hukum Islam. 
Problematika dalam pelaksanaannya, masih kurangnya pemahaman masyarakat 
mengenai pendaftaran dan perserifikatan tanah wakaf dan tidak mau mendaftarkan 
tanah wakaf ke BPN karena biaya administrasi yang mahal dan wakif tidak dapat 
menunjukkan atas hak atas tanah yang diwakafkan, maka perlu adanya 
kebijaksanaan dari pemerintahan dalam perwakafan tanah, pemanfaatan dan 
pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, perlu sosialisasi pentingnya 
pelaksanaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan peran Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), selain itu juga berperan untuk 
memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya. 
 
Kata kunci:  problematika, pendaftaran tanah, wakaf tanah  
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the registration of land and problematics as well as 
the role of the Kantor Urusan Agama (KUA) in the registration of wakaf land in 
Kebonsari sub-district of Madiun Regency. The research method used descriptive 
juridical empiric method. Sources of data consists of primary data ie interviews 
and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of 
data collection through literature study and field study (interview), then the data 
were analyzed qualitatively. The results showed that the registration of wakaf land 
was in accordance with Article 4 of Government Regulation Number 28 of 1997 
and in accordance with Islamic law. Problematic in the implementation, there is 
still a lack of understanding of the community regarding the registration and land 
of waqf land and do not want to register the wakaf land to BPN because the cost 
of expensive and wakif administration can not show on the rights of the land 
which is represented, it is necessary to have the policy of the government in the 
representation of the land, the utilization and wakaf land empowerment 
productively, need to socialize the importance of the implementation of waqf for 
economic empowerment of people. While the role of the Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun is as Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf (PPAIW), but it also plays a role to facilitate people who want to 
mewakafkan land. 
 




Tanah merupakan suatu hal yang penting untuk kehidupan bermasyarakat 
karena untuk menunjang kehidupan, hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa 
sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria. Peran 
penting dari tanah tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan diperoleh dengan 
cara jual beli, tukar-menukar, hibah, dan dapat juga diperoleh dengan jalan wakaf. 
Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam sebagai taqorrob 
(pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga salah satu sarana mewujudkan 
kesejahteraan sosial  dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan 
agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan 
diperoleh lebih dari bersedekah, sebab harta wakaf bersifat abadi dan hasilnya 
dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 
Perwakafan tanah hak milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan 
terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan 
sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya 
untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukkan 
bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran 
agama Islam. Demikian maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat 
tanah yang diwakafkan, sesuai dengan tujuan wakaf yang bersangkutan.Dengan 
dijadikannya tanah hak milik suatu wakaf, hak milik yang bersangkutan menjadi 
hapus.Tetapi tanahnya tidak menjadi tanah Negara, melainkan memperoleh status 
yang khusus sebagai tanah wakaf, yang diatur oleh hukum agama Islam.
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Pada hakikatnya penuangan perwakafan tanah milik dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) secara yuridis merupakan 
realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 
Hal yang demikian itu sesuai dengan Politik Hukum Agraria Nasional maupun 
Pancasila sebagai asas kerohanian negara yang meliputi seluruh tertib hukum 
Indonesia. Dengan demikian, dalam menafsirkan dan melaksanakan peraturan 
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Pemahaman masyarakat luas tentang pengertian pendaftaran tanah banyak 
yang rancu. Jika atas sebidang tanah telah dilakukannya pencatatannya secara 
administratif oleh instansi pemerintah banyak yang beranggapan bahwa tanahnya 
sudah terdaftar. Sementara ketentuan hukum agraria (pertanahan) tidak demikian. 
Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
3
 Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 
masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah 
bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 
bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik 
tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk 
memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat 
pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.
4
 
Pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2 UUPA adalah 
meliputi kegiatan mulai dari pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, 
pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya serta pemberian surat tanda bukti 
hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Kegiatan pendaftaran yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas 
tanahyang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. 
Kewajiban untuk melakukan pendaftaran itu, pada prinsipnya dibebankan kepada 
pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah 
berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.
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Terdapat adanya suatu indikasi bahwa proses perwakafan tanah milik di 
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur belum semuanya 
mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Beserta Peraturan Pelaksana 
Lainnya tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini dapat diketahui dari kurangnya 
kepedulian pemerintah setempat untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf, 
artinya pemerintah setempat hanya menerima orang yang datang untuk 
mewakafkan, tetapi sebelumnya pemerintah setempat tidak  memberikan arahan-
arahan yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sehingga termotivasi untuk 
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mewakafkan tanahnya, selain itu kurangnya pemahaman pengelola wakaf (nazir) 
dalam mengelola tanah wakaf. 
Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sebagian masyarakat belum 
mengetahui, memahami dan mentaati secara benar ketentuan peraturan 
perwakafan yang ada. Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan 
perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Ttahun 1977 
dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mungkin disebabkan 
oleh kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya 
masyarakat pedesaan yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan daerah 
dan jauh dari pihak-pihak atau instansi yang berkompeten untuk melakukan 
sosialisasi tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peran yang dilakukan oleh Kepala 
Desa sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah yang paling bawah dan 
memiliki akses secara langsung terhadap warga masyarakat. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahuipendaftaran perwakafan tanah di Kecamatan 
Kebonsari Kabupaten Madiun dan problematika serta peran Kantor Urusan 
Agama (selanjutnya disebut KUA) dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan 
Kebonsari Kabupaten Madiun. Adapun hasil ini dapat dimanfaatkan untuk:  
(1) Manfaat Teoritis, yaitu untuk menjadi bahan pengembangan wawasan dan 
dapat digunakan sebagai literatur di bidang hukum perdata khususnya pendaftaran 
tanah wakaf; (2) Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi 
dan menambah wawasan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan 
mahasiswa pada khususnya terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. 
  
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat 
deskriptif.
6
 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pendaftaran Perwakafan Tanah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun  
Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah lainnya (selain hak milik), 
yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha bahkan hak pakai dan hak atas tanah 
Negara tidak dibolehkan menjadi objek tanah wakaf. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, yang 
antara lain menentukan bahwa dimungkinkan pula tanah-tanah selain hak milik 
dapat diwakafkan. Misalnya hak guna bangunan dan hak pakai, yang penting 




Pengertian tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1997, pada hakekatnya dapat ditafsirkan sebagai “kepunyaan” 
(dalam arti milik) dengan demikian bukan berarti “hak”. Walaupun sasaran akhir 
dalam dari pendaftaran tanah wakaf adalah hak milik, namun hal yang perlu 
diperhatikan adalah hak milik atas tanah tersebut harus diperoleh sebelum 
diwakafkan atau setelah diwakafkan. 
Apabila dilakukan sebelum diwakafkan, wakif harus mendapatkan hak 
milik terlebih dahulu sebelum dibuatkannya AIW. Akan tetapi menurut 
responden, dilakukannya permohonan hak milik sebelum diwakafkan, akan 
menimbulkan akibat tambahan pembiayaan bagi wakif yang memungkinkan akan 
menghambat pelaksanaan Ikrar Wakaf itu sendiri.  
3.1.1 Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf 
Pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus melengkapinya dengan 
surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997. Latar belakang wakif 
mewakafkaan tanahnya karena mereka menganggap bahwa dengan melakukan 
ibadah kepada Allah SWT dan amalan dari ibadah itu sendiri tidak akan terputus 
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atau akan tetap mengalir selama tanah yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan 
selamanya oleh masyarakat umum guna keperluan ibadah atau untuk 
kesejahteraan umum menurut syariah.
9
 
Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
bahwa pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan 
menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang 
bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. 
Kepemilikan tanah wakaf secara hakikat berawal ketika seseorang telah 
mengikrarkan di dalam hatinya, namun secara materiil  dibuktikan ketika ikrar 
wakaf diucapkan kepada nadzir dan dituangkan di dalam akta ikrar wakaf di 
hadapan saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian 
aktanya ditandatangani, selanjutnya secara formil kepemilikan tanah wakaf lahir 
didaftar di kantor pertanahan dan diterbitkan sertifikatnya sehingga dapat 
mengikat pihak ketiga karena tanah wakaf sudah terdaftar di kantor pertanahan 
yang secara formil dapat dibuktikan melalui penyerahan sertifikat tanah wakaf 
oleh Kantor Pertanahan kepada pemegangnya. Namun demikian negara hanya 
memberi jaminan kepemilikan tanah wakaf selama tidak terbukti sebaliknya 
ketika terjadi sengketa yang disebabkan berbagai faktor, seperti tidak 
terpenuhinya syarat administratif ataupun keperdataan atau juga karena tidak 
cermatnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan atau menafsirkan peraturan 
perundangan berlaku. 
Selanjutnya dijelaskan Mujar Yatim dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun bahwa wakif sebelum mewakafkan 
tanahnya harus bermusyawarah dengan tokoh masyarakat setempat disertai 
dengan dua (2) orang saksi. Apabila tokoh masarakat setempat menyetujui 
keputusan wakif, maka selanjutnya wakif harus membuat Akta Ikrar Wakaf 
(AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilakukan secara bersama antara 
wakif dan nadzir di hadapan dua orang saksi yang datang menghadap PPAIW di 
Kecamatan Kebonsari dengan menyerahkan bukti pemilikan tanah berupa 
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sertifikat hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah lainnya disertai pernyataan 
wakif bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, perkara, sita atau jaminan 
hutang berikut dengan izin-izin yang diwajibkan sesuai peraturan perundangan 
dan setelah akta ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan PPAIW maka akta 
tersebut diberi nomor dan tanggal, kemudian satu rangkap disampaikan kepada 




Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006, jika wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya 
sedangkan ikrar wakif belum dituang ke dalam bentuk akta ikrar wakaf, maka ahli 
waris atau nadzir atau pihak lain dapat melangsungkan Akta Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf di hadapan PPAIW bersangkutan.
11
 
Menurut hasil wawancara, permohonan pendaftaran tanah wakaf di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Madiun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam peraturan perundangan bidang pendaftaran tanah, antara lain berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPPP) di Lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional, dnegan persyaratan: (1) Permohonan; (2) Bukti dari 
nadzir; (3) Surat penunjukan nadzir; (4) Pengantar akta PPAIW; (5) Akta Ikrar 
Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; (6) Alas hak atas tanah; (7) 
Perizinan sesuai peraturan berlaku.
12
 
Tentang biaya pendaftaran tanah wakaf untuk Panitia A kantor pertanahan 
hanya dikenakan biaya 50% dari biaya standar, sedangkan biaya pendaftarannya 
dikenakan Rp.0,- demikian kententuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2010 Tanggal 22 Januari 2010 tentang Biaya Pelayanan Pertanahan. Biaya 
pendaftaran tanah yang pertama kali (sebelum diwakafkan), terdiri atas biaya 
pembuatan sertifikat tanah, biaya pengukurn tanah dan biaya materai. 
Mengubah/menambah sertifikat tersebut diatas menjadi sertifikat tanah wakaf dan 
pendaftaran tanah wakaf serta mengubah sertifikat menjadi sertifikat tanah wakaf 
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dibebaskan dari biaya, sedangkan pengukuran tanah wakaf dan bea materai 
sertifikat tanah wakaf dikenakan biaya. Biaya administrasi dan formulir 
pengurusan wakaf di KUA dibebaskan dari biaya. 
Dengan telah bersertifikatnya tanah wakaf, maka akan dapat dihindarkan 
perselisihan atau persengketaan mengenai tanah-tanah yang telah diwakafkan, 
disamping itu untuk menegah jangan sampai lembaga perwakafan terbawa-bawa 
ke depan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat Islam serta 
untuk menjamin kelestarian tanah wakaf itu sendiri.   
3.1.2 Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 
Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Madiun untuk sementara ini 
bentuk pengelolaan wakafnya masih seperti itu, artinya waka hanya ditujukan 
untuk tempat-tempat peribadatan, pendidikan, dan sebagainya. Sayang sekali 
memang, wakaf yang begitu banyak sebagaimana data yang dipaparkan oleh 
Departemen Agama, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif 
tradisional dan belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum 
menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. 
Dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu 
usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 
termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, 
khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya 
kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan 
wakaf hanya sebatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang 
dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang 
diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal. 
 
3.2 Problematika Serta Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 
3.2.1 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perwakafan di Kecamatan 
Kebonsari Kabupaten Madiun 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kecamatan 
Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak 
Mujar Yatim, bagian wakaf KUA Kebonsari yaitu: (1) Adanya pembebanan biaya 
administrasi dalam peralihan hak dan lemahnya kedudukan wakif dalam hal wakif 
9 
akan mewakafkan benda miliknya; (2) Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun, tanah yang diwakafkan banyak yang belum bersertifikat. Hal ini banyak 
terjadi pada wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah, makam, dan sebagainya. 
Para nadzir yang diserahi tugas untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut tidak 
mempunyai biaya untuk persertifikatannya, sedangkan di pihak wakif sendiri 
beranggapan bahwa dengan mereka menyerahkan tanahnya untuk wakaf kepada 
nadzir, maka kewajiban untuk menyertifikatkan tanah wakaf tersebut adalah 
menjadi kewajiban nadzir, bukan lagi menjadi tanggungan wakif lagi. Selain 
faktor tidak adanya biaya, juga pemikiran dari wakif dan nadzir bahwa tanah 
wakaf tersebut tanpa persertifikatan sudah tidak menjadi masalah, yang terpenting 
telah dilakukan AIW; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 
kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa 
mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas; (4) Dari pihak KUA 




Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa pihak yang hendak 
mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Dalam hal ini adalah Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan.  
Menurut Mujar Yatim dari KUA Kecamatan Kebonsari, apabila dalam 
suatu kecamatan tidak ada Kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Departemen 
Agama menunjuk kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf di Kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Sebelumnya Pasal 2 ayat (1) dan 
(2) memberi petunjuk bahwa Ikrar Wakaf dilakukan secara tertulis. Apabila wakif 
tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis 
dengan persetujuan dari Kandepag yang yurisdiksinya wilayah tanah wakaf.
14
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 
kewajiban wakif harus dipenuhi sehubungan dengan perwakafan tanahnya, yaitu: 
(a) Harus dapat menjamin melalui ikrar wakaf bahwa tanah yang di wakafkan itu 
ialah tanah miliknya sendiri yang bebas dari segala pembebanan, ikatan sitaan 
dan perkara (Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977), dan (b) Harus mengurus sampai selesai surat-surat yang diperlukan 
sehubungan dengan perwakafan tanahnya. 
Sedangkan kewajiban Nadzir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 ialah mengurus dan mengwasi kekayaan wakaf serta membuat 
laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf dalam 
pengurusan dan pemeliharaan yang dilakukan. Di samping itu, untuk lebih 
menjamin bahwa Nadzir akan berlaku sebaik mungkin dalam melakukan 
pengurusan dan pemeliharaan benda wakaf, dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 telah ditentukan bahwa sebagai upah atau imbalannya, 
Nadzir berhak untuk memperoleh penghasilan dan fasilitas yang lebih besar dan 
macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. 
Solusi yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu: (1) Perlu adanya 
kebijakan dari pemerintah baik dari segi bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf, 
juga dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf, karena seandainya pemerintah mau 
mengelola harta-harta wakaf  secara baik/maksimal, didanai, maka akan dapat 
meningkatkan ekonomi umat secara maksimal, (2) Pemanfaatan dan 
pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, disamping pengamanan dibidang 
hukum (persertifikatan tanah wakaf) pengamanan dalam bidang peruntukan dan 
pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum 
dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan 
fungsinya, (3) Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli 
terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. 
Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti 
mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat 
banyak. 
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3.2.2 Pelayanan Pendaftaran Tanah Wakaf oleh Nadzir di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, menyatakan bahwa: 
“Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 
mengelola dan mengemangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi 
dan peruntukannya, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”. 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan 
bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perorangan maupun 
badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai 
dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem 
perwakafan, karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nadzir 
peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan terapai. Dalam usaha untuk melestarikan 
dan mengembangkan objek wakaf, nadzir harus mengelola dan memelihara harta 
wakaf serta melaksanakan syarat dari wakif. 
3.2.3 Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pendaftaran tanah 
wakaf (studi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) yaitu: (1) Masih 
kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 
khususnya mengenai pendaftaran tanah wakaf dan persertifikatan tanah wakaf, 
menurut masyarakat di Kecamatan kebonsari bahwa setelah wakaf dilaporkan ke 
KUA/PPAIW, urusan sudah selesai sampai di KUA. Padahal kalau hanya sampai 
di KUA masyarakat hanya mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) bukan 
sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat masyarakat harus mendaftarkan tanah 
wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah diikrarwakafkan di KUA;  
(2) Masyarakat tidak mau mendaftarakan tanah wakaf ke Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) karena dalam proses pendaftaran tanah wakaf di Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan biaya administrasi. Padahal masyarakat 
sudah mengikrarwakafkan tanahnya di KUA; (3) Wakif tidak dapat menunjukkan 
alas hak atas tanah yang diwakafkan, oleh karena itu pihak Badan Pertanahan 
Nasional tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah yang diwakafkan, padahal 
tanah tersebut sudah diikrarwakafkan di KUA oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
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Wakaf; (4) Selanjutnya yang menjadi problematika yaitu keadaan personil baik di 
KUA maupun BPN sangat minim, sehingga masih ada tanah wakaf yang belum 
ditangani, baik pengikrarannya maupun pendaftarannya di BPN.
15
 
3.2.4 Peran Kantor Urusan Agama dalam Pendaftarn Tanah Wakaf 
Dijelaskan Mujar Yatim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari 
Kabupaten Madiun, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pendaftaran tanah 
wakaf adalah sebagai Pejabat Pembutat Akta Ikrar Wakaf. Peran Kantor Urusan 
Agama sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf sudah 
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran KUA 
hanya sampai pada pembuatan AIW dan mengurus kelengkapan administrasi saja 
sedangkan untuk pengajuan ke Kantor Pertanahan dilakukan secara kolektif oleh 
Kantor Kementerian Agama. KUA juga berperan sebagai mediator dalam 
penyelesaian sengketa wakaf yang diselesaikan secara musyawarah mufakat yang 
tidak ditindaklanjuti dengan gugatan di Pengadilan Agama. Selain itu Kantor 







Pertama, Pendaftaran Perwakafan Tanah di Kecamatan Kebonsari 
kabupaten Madiun. (1) Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu wakaf harus 
dipenuhi beberapa persyaratan yaitu (a) Harus ada wakif; (b) Syarat wakaf harus 
ada Nadzir; (c) Harus ada harta benda wakaf; (d) Harus ada ikrar wakaf; (e) Harus 
ada peruntukan harta benda wakaf; dan (f) Harus ada jangka waktu wakaf,  
(2) Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, yaitu 
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, objek wakaf adalah harus 
tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek tanah wakaf hanya dimungkinkan 
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terhadap hak milik atas tanah, tidak termasuk hak-hak atas tanah lainnya. Hal itu 
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 
1977, (3) Proses pendaftaran tanah wakaf di awali dengan melengkapi surat-surat 
yang berkaitan dengan tanah oleh pihak yang akan mewakafkan tanahnya. Hal ini 
diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.  
Kedua, Problematika serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 
pendaftaran tanah wakaf. (1) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perwakafan di 
Kecamatan Kebonsari yaitu adanya pembebanan biaya administrasi dalam 
peralihan hak dan lemahnya kedudukan wakif dalam hal wakif akan mewakafkan 
benda miliknya. Selain itu wakif juga tidak dapat menunjukkan atas hak atas tanah 
yang diwakafkan, oleh karenanya pihak BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat 
atas tanah yang diwakafkan, padahal tanah wakaf tersebut sudah diikrarwakafkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW). Kurangnya personil juga menjadi kendala pendaftaran tanah wakaf 
diKantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari. Sehingga terjadi tumpang tindih 
dalam pelaksanaan tugas, (2) Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebonsari dilayani oleh Nadzir. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang 
menerima benda wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang diberi tugas 
untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir 
merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nadzir adalah ujung 
tombak perwakafan tanpa adany nadzir peruntukandan tujuan wakaf tidak akan 
tercapai, (3) Problematika pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Kebonsari 
antara lain: (a) Masih kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Kebonsari 
khususnya mengenai pendaftaran tanah wakaf dan perserifikatan tanah wakaf;  
(b) Masyarakat tidak mau mendaftarkan tanah wakaf ke BPN karena terdapat 
biaya administrasi yang menurut mereka mahal; (c) Wakif tidak dapat 
menunjukkan alas hak atas tanah yang diwakafkan, (4) Solusi dari kendala-
kendala tersebut di atas, perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintahan dalam 
perwakafan tanah, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, 
perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan wakaf untuk 
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kepentingan masyarakat banyak yang lebih mengarah ke pemberdayaan ekonomi 
umat, (5) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Madiun adalah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), selain itu 
juga berperan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan  
tanahnya.  
4.2 Saran 
Pertama, kepada Kantor Urusan Agama ataupun Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf (PPAIW) agar lebih maksimal dalam menangani kasus wakaf 
khususnya di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun serta memahami 
peraturan yang ada dan menyadari bahwa mereka abdi negara yang berfungsi 
untuk melayani masyarakat. 
Kedua, kepada aparat Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Kantor 
Urusan Agama lebih mensosialisasikan mengenai pendaftaran tanah dan 
perwakafan tanah, dengan menggalakkan sosialisasi pendaftaran tanah dan 
perwakafan tanah diharapkan akan timbul kesadaran hukum masyarakat akan 
pentingnya pendaftaran tanah dan perwakafan tanah di Kecamatan Kebonsari 
Kabupaten Madiun. 
Ketiga, kepada semua pihak/masyarakat, dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan kepada semua pihak/masyarakat 
agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam 
aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan 
dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas 
bagi masyarakat, dimana Kantor Urusan Agama agar dapat menempatkan 
pegawai yang benar-benar mampu dan mengerti tentang perwakafan, sehingga 
wakaf dapat diurus dengan baik dan benar. 
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